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ABSTRAK 
Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) dimulai sejak ditetapkannya Inpres No.3! 
1999 tentang P KP 1 Melalui Inpres ini terjadi perubahan paradigma dimana petani ditempatkan sebagai 
pengambil keputusan dan pelaku utama pengelolaan irigasi. Kegio.tan PKPI sudah dilaksanakan di 13 
propinsi di Indonesia sejak 2003 melalui proyek Bank Dunia (/WIRIP) dan alean dilanjutkan ke 16 
propinsi lainnya. Penelitian ini bertujuan Wltuk menentukan lipologi strategi dan prioritas kegiatan 
proyek PKPI yang paling sesuai untuk 16 propinsi tersebut. Variabe! penelitian disusun melalui analisis 
multiatribut berdasarkan kriteria SWOT. Penentuan nilai faktor SWOT didasarkan atas jawaban 
responden di Daerah tentang kondisi pengelolaan irigasi di daerah meleka. Penentukan bobot faktor 
SWOT didasarkan jawaban responden di Pusat yang diolah ,nenggunalean prinsip Comparative 
Judgment (AHP). 13erdasarkan penilaian dan pembobotan faktor SWOT disusun matriks IF AS (Internal 
Factors Analysis Summary). EFAS (External Factors Analysis Summary). dan Profil Kompetitif. 
Berdasarkan matriks IF AS dan EF AS diteniukan pengelompokan tipologi strategi sesuai kuadran SWOT. 
Hasil analisis SWOT menWljukan bahwa propinsi Bali. NTB. Kal-Bar. dan Gorontalo sebaiknya 
menggunakan ::!rategi Growth oriented. Propinsi Ba-bel. Kal-Teng. Kal-Tim. Sul-Teng. Mal-Ut. dan 
Papua sebaiknya menggunakan strategi Tum aroWld Propinsi Jambi. Sulut. Kal-Sel. dan Maluku 
sebafknya menggunakan strategi Diversification. sedang propinsi Riau dan Bengkulu sebaiknya 
menggunakan stralegi Defensive. Dari lipoiogi srrategi dan penilaian jaiaor-jaiaor SWOT yang dominan 
disusWl prioritas kegiatan yang paling sesuai ,,!,tuk masing-masing propinsi. Melalui matriks profil 
kompetitij diketahui urutan (ranking) dari 16 propinsi dimana propinsi NTB. Bali. Gorontalo. Sul-Teng. 
dan Ka/-Bar menempati posisi 5 propinsi teratas. 
Kata kWlci : Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi. Tipologi strategi. Prioritas kegiatan. 
1. PENDAHULUAN 
Pendekatan pengelolaan mgasi yang 
sentralistik tidak dapat lagi diandalkan sebagai 
solusi efektif bagi pengelolaan irigasi yang ber-
kelanjutan. Pendekatan lain yang harus dilaku-
kan adalah melalui pendekatan kelembaga-
anlinstitusi yang termasuk juga didalamnya 
yaitu pemberdayaan masyarakat petani. Melalui 
pendekatan ini pengelolaan irigasi diharapkan 
dapat berjalan secara berkesinambungan secara 
bottom-up. 
Reformasi kebijakan penyelenggaraan 
kewenangan pengelolaan irigasi yang sejalan 
dengan kebijakan penyelengaraan otonomi 
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daerah telah dilakukan oleh Pemerintah melalui 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tabun 1999 tentang 
PKPI yang ditidak lanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi 
sebagai dasar hukum untuk melakukan peru-
bahan kebijakan pengelolaan irigasi di Indo-
nesia. PKPI sendiri terdiri 5 prinsip yaitu : 
1. Redefinisi wewenang, tugas dan tanggung-
jawab lembaga pengelola irigasi. 
2. Pemberdayaan masyarakat petani pemakai 
air. 
3. Penyerahan kewenangan pengeloJaan irigasi 
kepada perkumpulan petani pemakai air. 
4. Pembiayaan pengelolaan irigasi. 
Tl 
Proceeding, Seminar Nasional PESAT 2005 
Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005 ISSN : 18582559 
5. Penyelenggaraan keberlanjutan sistem 
irigasi. 
Kegiatan PKPI sudah dilaksanakan di 13 
propinsi sejak 2002 dengan pendanaan dari 
hibah Kerajaan Belanda yang diadministrasikan 
oleh Bank Dunia dalam proyek Indonesian 
Water Resources and Irrigation Reform Imple-
mentation Project (IWIRlP). Untuk ke\anjutan 
implementasi PP 77/2001 juga ada proyek seru-
pa yaitu Water Resources and Irrigation Sector 
Management Program (WISMP) dari Bank 
Dunia dan proyek Participatory Irrigation Sec-
tor Project dari ADS yang akan dilaksanakan 
pada 16 propinsi yang berbeda. 
Perencanaan kegiatan PKPI tiap tahun-
nya disusun berdasarkan mekanisme Annual 
Work Program (A WP) dimana perwakilan 
Daerah dan Pusat berkumpul untuk menentukan 
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kinerja. 
kebutuh&n, dan anggaran yang tersedia. Salah 
satu tugas Bantuan Teknis untuk Koordinasi 
dan Manajemen Penguatan Kelembagaan 
Pengelolaan lrigasi (BTKMPI) adalah membe-
rikan masukan ke pemerintah Pusat (Ditjen 
Bina Pembangunan Daerah - Departemen Da-
lam Negeri) dalam evaluasi dan perencanaan 
kegiatan PKPI. Tulisan ini merupakan salah 
satu hasil penelitian penulis di BTKMPI yang 
bertujuan untuk menentukan tipologi strategi dan 
prioritas kegiatan proyek PKPI yang paling sesuai 
untuk 16 propinsi sebagai masukan dan 
pertimbangan A WP dari sisi pemerintah Pusat. 
2. LANDASAN TEORI 
Kebijakan pada dasamya merupakan 
himpunan arahan atau ketentuan yang dibentuk 
untuk menciptakan iklim dan kondisi dalam 
rangka menfasilitasi berlangsungnya strategi. 
Kebijakan sendiri dapat dipilah menjadi kebijakan 
umum (policy statement) dan kebijakan riil (policy 
instrument). Untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan kebijakan fiil dituangkan dalam bentuk 
program dan proyek 1 kegiatan (Alkadri, \999). 
Adanya mekanisme Annual 
Work (AWP) 
Sesuai kegiatan program Menerapkan prinsip "money 
follow function" 
T2 
item 
Detenninistik 
(berdasar analisis 
rasional) 
Distribusi kekuasaan 
dan sumber daya 
Interaktif (dipengaruhi 
Aspek sosial-budaya) 
Mendekatkan pengambilan 
Keputusan ke sumber isu 
Aspirasi dari daerah 
dijadikan pertimbangan 
dalam pengambilan 
Pengelola di daerah adalah 
yang paling mengetahui 
kondisi di daerahnya. 
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----------1 
1 
1 
STRATEGY 
PROJECTS I ACTIVITIES 
Jadi kebijakan pada prinsipnya mengan-
dung- 3 (tiga) unsur pokok yang saling berhu-
bungan, tiga :.msur pcikok tersebut adalah : 
1. Tujuan (goal) yang terarah dan terukur. 
2. Strategi (stmtegy) untuk mencapai tujmln. 
3. Kebijakan (policy) yang menjamin jalannya 
strategi. 
Kajian dan analisis tentang kebijakan se-
harusnya meliputi seluruh sistem kebijakan. 
Dalam sebuah sistem kebijakan terdapat 3 (tiga) 
elemen yang saling terkait (Dunn, 1998), yaitu : 
• Produk Kebijakan (Pclicy products) : 
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Rangkaian pilihan yang saling berhubungan 
yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerin-
tah dan diformulasikan sesuai bidang atau sek-
tor pembangunan. 
• Pelaku Kebijakan (Policy stakeholders) : 
individu atau kelompok yang mempunyai hu-
bungan dengan kebijakan karena mempenga-
ruhi atau dipengaruhi. 
• Lingkungan Kebijakan (Policy environment): 
Konteks khusus dimana kejadian atau kondisi 
di sekeliling kebijakan mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh kebijakan. 
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3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan pene\itian des-
kriptif kwantitatif yang menggunakan metode 
SWOT. Metode SWOT adalah salah satu alat 
identifikasi berbagai variabel secara sistematis 
yang didasarkan pada logika yang dapat memak-
simalkan kekuatan (strengths) dan peluang 
(opportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (weakness) dan an-
caman (threaths). Untuk pembobotan masing-
masing faktor SWOT tersebut digunakan prinsip 
Comparative Judgment dengan metoda Analytical 
Hi~rarchy Process (AHP). AHP adalah metoda 
pengukt:ran yang digunakan untuk menemukan 
skala rasio haik dari perbandingan pasangan yang 
diskrit maupun kontinyu. Perbandingan-perban-
dingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau 
dari suatu skala dasar yang mencerminkan ke-
kuatan preferensi relatif. 
Secara umum tujuan utama pelaksanaan 
program-program irigasi adalah untuk mening-
katkan kinerja pengelolaan irigasi dalam rangka 
mencapai pengelolaan irigasi yang berkelanjutan 
(sustainable). Berdasarkan tujuan tersebut disusun 
variabel penelitian menggunakan anal isis multi-
atribut (rnultiatribute analysis) yaitu suatu alat 
analisis yang digunakan untuk memecah-mecah 
keputusan yang besar dan kompleks menjadi 
variabel-variabel yang lebih kecil dan dapat 
diukur. 
Variabel-variabel tersebut merupakan 
faktor-faktor strategis SWOT yang dapat diukur 
dengan pemberian nilai dan bobot. "Nilai" faktor 
strategis adalah tingkat frekwensilbesarnya faktor 
tersebut dalam pengelolaan irigasi. "Bobot" faktor 
strategis dalah tingkat pengaruh faktor tersebut 
terhadap pengelolaan irigasi dibanding faktoryang 
lain. 
Penelitian ini menggoJnakan data primer 
yang berasal dari jawaban kuesioner stakeholder di 
pusat dan daerah. Untuk peneniuan bobot faktor-
faktor strategis kuesioner dibagikan ke personil 
yang berhubungan dengan proyek pengelolaan 
irigasi di Ditjen Bina Pembangunan Daerah. 
Sedang untuk penilaian faktor-faktor strategis 
kuesioner disebar ke instansildinas yang terkait 
dengan pengelolaan irigasi di KabupatenIKota di 
16 Propinsi. 
Analisis berdasarkan posisi koordinat 
SWOT dari matriks IF AS (Internal Factors 
Analysis Summary) dan matriks EF AS (External 
Factors Analysis Summary). Matriks SWOT 
memiliki 4 kuadran berdasarkan pembagian S-
W-O-T yang merupakan 4 set kemungkinan 
strategi. Setelah koordiP''lt diketahui maka dapat 
ditcntukan scbuah propinsi masuk ke dalam 
Kuadran SWOT yang mana kemudian 
dikelompokan berdasarkan tipologi strategi. 
Penentuan prioritas kegiatan untuk tiap propinsi 
didasarkan pada tipologi strategi dan faktor-
faktor dominan pada matriks IF AS dan EF AS. 
Objective: Keberhasilan & Keberlanjutan 
Pengelolaan Jrigasi 
Levell: 
Level 2: 
T4 
~
Variabel Internal 
~ 
Kekuatan Kelemahan 
Variabel Ekstemal 
~ 
Peluang Ancaman 
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Level3: Legalitas Kelembagaan Teknis Keuangan SDM Lingkungan Pemerintahan Pertanian 
Sos-Ek 
Identifikasi 
Fakto~ 
Strategis 
SWOT 
Penyusunan 
Kuesioner 
NILAI 
Faktor 
Internal & 
Eksternal 
Penyusunan 
Kuesioner 
BOBOT 
Faktor 
Internal & 
Eksternal 
4. PEMBAHASAN 
4.1. Bobot Faktor-faktor SWOT 
Responden 
·.diPuSa( 
. Qnstansi 
terkait) 
Penentuan bobot menggunakan 
metoda AHP dengan software Expert 
Choice. Data berasal dai"i jawaban kuesi-
- Kelemahan (Weaknesses) 
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Tabulasi 
Data 
Penentuan 
NILAI 
masing2 
Faktor 
Penentuan 
BOBOT 
masini 
Faktor 
Fenyusunan 
Matriks 
IFAS& EFAS 
oner responden di Pusat (Ditjen Bangda) 
dengan nilai Rasio Inkonsistensi < 10%. 
HasH perhitungan bobot faktor-faktor 
SWOT ini dapat menunjukan perban-
dingan relatif pengaruh sebuah faktor 
terhadap faktor lain menurut responden. 
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- Peluang (Opportunities) 
Pemerintahan 
Pertanian 
Sosial-
Ekonomi 
- AUcaman (fhreaths) : 
Pemerintahan 
Pertanian 
Sosial-
ekonomi 
4.2. Analisis SWOT 
T6 
Berdasarkan penilaian faktor SWOT 
pada masing-masing propinsi dan pem-
bobotan faktor SWOT menggunakan 
metoda AHP maka dapat disusun matriks 
IF AS dan EF AS dengan ringkasan sebagai 
berikut. 
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I SULTENG I 
y 
I 
PAPUA I 
I KALTENG ~ ~ I KALTIM I I KALBAR I 
I BABEL II MALUT I I ORTALO I 
I I 
I MALUKU I X 
BENGKULU ~ I II suuITJ KALSEL 
I JAMBI I 
Posisi koordinat SWOT sebuah propin-si 
menentukan kuadran SWOT-nya. Matriks 
SWOT memiliki 4 kuadran berdasarkan 
pembagian S-W -0-T . yang merupakan 4 set 
kemungkinan strategi. 
IFAS 
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Kuadnm 2 (\'V -0) : 
- Babel - Sulteng 
- Kalteng - Malut 
- Kaltim - Papua 
Kuadran 3 (W -T) : 
- Riau 
- Bengkulu 
Kuadnm 1 (S-O) ; 
- Bali - Kalbar 
- NTB - Gorontalo 
Kuadran 4 (8-T) : 
- lambi - Sulut 
- Kalsel - Maluku 
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4.3. Penentuan Strategi dan Prioritas Kegiatan 
F;., - ~""''' , '"' ..... ~ ~ 
- ',~, ©)~\H'n 'f~}-T - ,'- <" '4::~~'" "~--':~[ 1T:l!lY;) ~,,~'1l :;;7'~~"'~*:ll: '- ~ tf.;:~ _~ZfC" , .~ ~ '" J.f~\;,...~,,",~::, .~: ~ ~ <:"" ~ __ --<._ _ • ___ ~"'_ ~_ .... _~;""P'~ .. ~ _ - -' - .,.. ~ • .L ;;;:i!tUFi~t I 
M k k erupa an k ondtsi yang sangat menguntung an. • Bait 
S-O Pengelolaan lrigasi di daerah tersebut memiliki • NTB Growth 
kekuatan dan dapat memanfaatkan peluang yang • Kal-Bar oriented 
ada. • Gorontalo 
• Babel 
Pengelolaan irigasi di daerah tersebut menghadapi • Kal-Teng 
W-O peluang yang besar, tetapi dipihak lain menghadapi • Kal-Tim Turn-
beberapa kendalal kelemahan internal. • Sul-Teng around 
• Mal-Ut 
• Papua 
Meskipun menghadapi berbagai ancaman, • Jambi 
S-T pengelolaan irigasi daerah tersebut masih memiliki • Kal-Sel Diversifica- ~, 
kekuatan dari segi internal. • Sul-ut tion 
• Maluku ~ 
Situasi sangat tidak menguntungkan, pengelolaan li 
W-T irigasi di daerah tersebut menghadapi berbagai • Riau Defensive ~ 
anearnan dan kelemahan internal. • Bengkulu r 
Berdasarkan pengelompokan strategi 
disusun rekomendasi prioritas kegiatan untuk 
masing-masing propinsi dengan mencari faktor-
faktor SWOT dominan pada matriks IF AS dan 
EF AS. Jenis kegiatan yang sesuai dipihh dari 
daftar kegiatan proyek PKPI yang sudah tersedia 
untukAWP. ¥ 
Bali 
Strategi yang 
diterapkan 
adalah NTB 
mendukung 
pertumbuhan 
yang agresif KaI-Bar 
Gorontalo 
T8 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dana Pengelolaan Irigasi 
oleh P3N GP3N IP3A 
Audit Pengelolaan Irigasi & Manajemen Aset 
Usahatani & Usaha Ekonomi 
Komisi Irigasi 
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan Irigasi 
Pelatihan 
Peningkatan Kemampuan Organisasi P3N GP3N IP3A 
Peningkatan Kemampuan Teknis lrigasi 
Usahatani & Usaha Ekonomi 
Peningkatan Kemampuan Orga'lisasi P3N GP3N IP3A 
Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dana Pengelolaan Irigasi 
oleh P3N GP3N IP3A 
Usahatani & Usaha Ekonomi 
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Tipologi W-O 
l. 
Babel 2. 
3. 
Fokus strategi 1. 
adalah Kal-Teng 2. 
meminimalkan 3. 
masalah internal l. 
sehingga dapat Kal-Tim 2. 
merebut peluang 3. 
yang lebih baik 1. 
Sul-Teng 2. 
3. 
Maluku l. 
Utara 2. 
3. 
1. 
Papua 2. 
3. 
Tipologi S-T 
'''" J~V\l'W _. ,> ~ ~:;- -~>:;:: ~,'~ --., -.- :J;:m.~--"'~~ -
• ....~" .><- ,L:-· ~ ... ~ '" ., ... 1·k-
• -:' ": 4'.!"i'f:"!-~ :nt-:"--,;;:"- --"~-~'<':-.l'7"':' ~. -,"~-
: >" ~'lt ' . p-,~:t ~~:m:!J::VJ:.<;' ~, ~:>_ _ . 
•• , .' > =., . _'1£ _.. "'" 
Strategl yang 
diterapkan 
ada!ah 
menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaaatkan 
peluangjangka 
panjang melalui 
diversifikasi 
kegiatan 
Tipologi W-T 
Berbagai 
ancamandan 
kelemahan 
Jaanbi 
Kal-Sel 
. 
Sulut 
Maluku 
Riau 
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1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan ~gasi 
2. Pembentukan Komisi lrigasi 
3. Peningkatan Kemampuan Teknis lrigasi 
1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan lrigasi 
2. Pembentukan Komisi Irigasi 
3. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dana Pengelolaan lrigasi 
oleh P3A1 GP3A1 IP3A 
1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan Irigasi 
2. Pembentukan Komisi Irigasi 
3. Peningkatan Kemampuan Teknis Irigasi 
1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan Irigasi 
2. Pembentukan Komisi Irigasi 
3. Peningkatan Kemampuan Teknis Irigasi 
1. Penyadaran Publik (Public Awareness) 
2. Peningkatan Kemampuan Organisasi P3A1 GP3N IP3A 
3. Peningkatan Kemampuan Teknis Irigasi 
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kelemahan 
internal perlu 
dibenahi terlebih 
dahulu 
1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan Irigasi 
Bengkulu 2. Pembentukan Komisi lrigasi 
3. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Lembaga" Pengelola Irigasi 
d d Prnfillrn .... n"'titif 
•••• ~ • ~ ••••• ~ ... 1'~ ..... 
Melalui penyusunan matriks profil 
kompetitif dapat diketahui urutan (ranking) 
dari 16 propinsi berdasarkan pengukuran 
Nilai Kompetitif. Urutan profil kompetitif ini 
dapat dijadikan ukuran kondisi dan kinelja 
tiap propinsi sehingga dapat menjadi bahan 
pertimbangan alokasi dana. 
5.PENUTUP 
Agar implementasi proyek PKPI di 16 
propinsi ini lebih optimal, kita harus mengambil 
pelajaran dari kelemahan-kelemahan pelaksana-
an proyek serupa di 13 propinsi terdahulu, 
diantaranya: 
• Masih kuatnya paradigma pembangunan 
sentralistik, top-down, dan pola pikir "pro-
ject oriented" dikalangan aparat daerah. 
• Lemahnya koordinasi antar Lembaga Penge-
lola Irigasi dan masih mendominasinya 
Dinas Pemda akibat lemahnya 8DM petani. 
no 
• p .. danya pen)/impangan dalam pelaksanaan 
perencanaan program irigasi yang telah 
ditetapkan akibat kurang berkesinambungan-
nya sumber pendanaan. 
Dari pengalaman tersebut kita dapat 
menyimpulkan bahwa fokus yang berlebihan 
dalam pemberdayaan petani (P3A) menjadi 
tidak efektif tanpa adanya kesiapan dan 
perubahan paradigma yang sepadan dari pihak 
pemerintah itu sendiri. Disamping itu perhatian 
pemerintah daerah terhadap sektor pertanian 
juga memegang peranan yang penting. Adalah 
tidak mungkin untuk mencapai pengelolaan 
irigasi yang baik dan keberlanjutan kalau 
pemerintah daerah hanya memberikan alokasi 
dana APBD yang kecil untuk irigasi dan selalu 
mengharapkan bantuan dana dari Pusat dan 
pinjaman luar negeri. 
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